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TENTANG

FORMUI.J, TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERIIUR NUSA TENGGARA TIMUR'

[enimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk
sewa, perlu ditetapkan formula tarif sewa/ besaran sewa

Barang Milik Daerah, Periodesitas Sewa dan Faktor
Penyesuaian Sewa;

b. bahwa sesuai Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, formula tarif / besaran sewa Barang
Milik Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

ilengtngat : 1. Undang-Undang Nomor g Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tarnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t9 Tahun 2O16

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miltk Daerah:' ll

2.

3.

4.



'',

5. Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menetapkan
XESATU

XEDUA

KETIGA

I{TEUPAT

KTLIMA

I(EENAil

MEMUTUSKAN:

Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan hasil perkalian dari Tarif pokok Sewa dan
Faktor Penyesuaian Sewa.

Tarif Pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA terdiri atas:
a. Tarif Pokok Sewa Tanah: dan
b. Tarif Pokok Sewa Gedung danl atau Bangunan.

Periodesitas Sewa Tanah dan Gedung/ Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dihitung
pertahun dan perbulan dalam satuan rupiah.
UI1* lebih lanjut mengenai Formula Tarif Sewa Barang
Milik Daerah, Tarif Pokok Sewa dan Faktor penyesuaian Sewa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATiJ dan Diktum
KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal iq Tulvr 2O2O
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Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
2. Wakil Gubemur NTT di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nff di Kupang. p



LAUPIRAII : KEPUTUSAN GUBERIIUR ![USA TEI{GGARA TIUUR

NOMOR : 'n\ lKE,PlHKl2o2o
TANGGAL : ls ?urv\ 2O2O

TIORTULI\ TARIF SEWA BARAITG }IILIK DAERAH

PROVIilsI ITUSA TEI|GGARA TIUI'R

A. F{)RIII'I.A TARIF SEWA

Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah

ditetaPkan sebagai berikut :

Provinsi Nusa Tenggara Timur

FTS = TPSX FPS

Keterangan:

FTS = Formula Tarif Sewa

TPS - TarifPokok Sewa

FPS = Faktor PenYesuaian Sewa

B. TARIF POKOK sEU'A

FormulaTarifPokokSewaBarangMilikDaerahProvinsiNusaTenggara
Timur ditetaPkan sebagai berikut :

TPST =FvstxLtxNwt

Keterangan :

TPST
Fvst
Lt
Nwt

Tarif Pokok Sewa Tanah
Faktor variabel sewa tanah
Luas tanah (satuan dalam m2 atau ha')

Nit"i *"iat' tanah frupiah per meter... persegi) dihitung

f.ra""*L"" analisis Penilai natang Milik Daerah' dengan

;;;;a;"t penilaian sesuai kaidah penilaian yang berlaku'

Tarif Pokok Sewa terdiri atas:

1. Tarif Pokok Sewa Tanah

Tarif Pokok Sewa untuk barang milik daerah berupa seluruh tanah

kosong atau sebagian tanah kosong ditetapkan sebagai berikut :

TPST =FVstxLtxNwt

Keterangan :

TPST = TarifPokokSewaTanah
Fvst = Faktor variabel sewa tanah
Lt = Luas tanah (satuan dalam m2 atau ha)

Nwt = Nilai wajar tanah (satuan rupiah per meter persegr)

dihitung berdasarkan analisis Penilai Barang Milik
Daerah, dengan pendekatan penilaian sesuai kaidah
penilaian yang berlaku.

2. Tarif Pokok Sewa Gedung dan/atau Bangunan

Tarif Pokok Sewa untuk barang milik daerah berupa gedung dan/ atau
bangunan ditetapkan sebagai berikut :

TPS 1g7u; = Fvs 1g7ry x L 1g7uy x NW 1g7r1

NW 1g7oy = HS 1g7uy x NS G7u1



' Keterangan:

TPS GTuy = Tarif Pokok Sewa gedung dan/ atau bangunan
L et:q = Luas lantai gedung dan/ atau bangunan (dihitung

sesuai gambar denah dan/ atau pengukuran dengan
Satuan luas m2)

Fvs 67uy = Faktor variabel sewa gedung dan/atau bangunan

NW 1g7uy = Nilai wajar gedung dan/ atau bangunan, dihitung
berdasarkan analisis penilai barang milik daerah.

HS 1g7ry = Harga satuan gedung atau bangunan dalam keadaan
baru saat penilaian berdasarkan Keputusan Gubernur
(Rp/m2)

NS tglut = Nilai sisa gedung dan/ atau bangunan (%)

Nilai sisa gedung dan/ atau bangunan dihitung
berdasarkan kondisi fisik dan penyusutan fisik
sebagai berikut :

- Penyusutan untuk bangunan perrnzrnen : 2 o/o /
tahun;

- PenJrusutan untuk bangunan semi permanen = 4 o/o

/ tahun;
- Penyusutan untuk bangunan darurat : lO o/o llahun;

dan
- Pen5rusutan maksimal 80 %.

Besaran Faktor Variabel Sewa Talah ad-alah sebesar 3,33 dan Faktor
Variabel Sewa Gedung dan/atau Bangunan adalah sebesar 6,64.
Besaran Faktor Variable Sewa sebagaimana dimaksud di atas dapat
berubah sesuai kondisi ekonomi dan perubahan regulasi dalam
penilaian Barang Milik Negara/ Daerah. Perubahan Faktor Variabel
dihitung oleh penilai barang milik daerah.

C. FAITTOR PEIYYESUAIAN SSWA

Fattor Penyesuaian Sewa adalah sebagai berikut:

Kategori Penyewa BMD
Bisnis Non Bisnis Sosial

Persentase Denvesuain

a. Katesorl I LOOo/o 5O"/o l0"/o

Swasta, kecuali yayasan dan koperasi

Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Daerah
Badan hukum vane dimiliki Nesara

kmbagq pendidikan asing
b. Katcgorl Ir LOOo/" 4Oo/" 5"/o

Yayasan

Koperasi

kmbaga Pendidikan Formal

Lembasa Pendidikan Non Formal
c. Kategorl III looo/o 3V/" o-/o

kmbaga sosial

krnb'aga kemanusiaar
Lembaga keagamaan
Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan/Nemra



. Penentuan kategori untuk ditetapkan sebagai kelompok Bisnis, non-Bisnis dansosial sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dilakukan oleh penilai
barang milik daerah dengan memperhatikan kondisi dan jenis usaha serta
dokumen yang disampaikan oleh calon penyewa barang milik daerah.
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. Penentuan kategori untuk ditetapkan sebagai kelompok Bisnis, non-Bisnis dan
. Sosial sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dilakukan oleh penilai

barang milik daerah dengan memperhatikan kondisi dan jenis usaha serta
dokumen yang disampaikan oleh calon penyewa barang milik daerah.
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